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PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Prm.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara

elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak

antara:

Pemohon , NIK. ------ , tempat dan tanggal lahir Ladang Laweh, 12 April
1986, agama Islam, pekerjaan SD, Pendidikan Buruh Harian
Lepas, tempat kediaman di , Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik email xxxxxx@gmail.com. Sebagai Pemohon
KonvensilTergugat Rekonvensi.

Lawan
Termohon , tempat dan tanggal lahir Sicincin, 09 Mei 1995, agama

Islam, pekerjaan SLTA, Pendidikan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Termohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca hasil laporan mediasi;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvemnsi memeriksa bukti-bukti para pihak
di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari
2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomey,xx/Pdt /2084454, rm.,

. _ . a . . .
dengan tanggal yang sama dan dalil-dalil pada pokokit %ﬁ% eBlgai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor :
B02/Kua.03.5.6/PW.01/DN/01/2024, tertanggal 17 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat
Keterangan Domisili Nomor : 471/1/08/SKD/PEM/Ng-Scc/2024, tertanggal
18 Januari 2024, dari Wali Nagari Sicincin;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup
layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama; ANAK 1, Umur : 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir : ---, 25
Maret 2021, Pendidikan : Belum Sekolah. Bahwa anak Pemohon dan
Termohon tersebut berada dibawah asuhan Termohon.
5. Bahwa pada sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan,
keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon;
b) Bahwa, puncak perselisihnan dan pertengkaran terjadi pada bulan
April tahun 2022 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar yang
membuat Pemohon mengatakan kata-kata cerai kepada Termohon,
yang mana Pemohon juga telah merasa tidak nyaman dengan sikap
Termohon yang tidak mau berubah, setelah itu, Pemohon memilih pergi
dari rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian Pemohon,
semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal
serumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 30 halaman,
Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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6. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon
sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan
lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon dan
Termohon berserta keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon
sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga
dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah
orang tua Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan
talak satu rajii terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang
Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex
aequo et bono);

Halaman 3 dari 30 halaman,
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang retasurdietappkan, Pemohon

dan Termohon telah datang menghadap ke mukagslfggﬁgfzggﬁpﬁlgfais Hakim
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telah mendamaikan dengan jalan menasehati kedua belah pihak agar kembali
menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan harmonis, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi,
dengan Mediator Amrizal,S.H., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan
pada tanggal 16 Januari s.d 12 Februari 2024, berdasarkan laporan mediator
tanggal 12 Februari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai
kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan
kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan
Hakim Ketua, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan
Termohon menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka
pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur e-Litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana
tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang

disampaikan secara elitigasi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak
menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon
dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah
tidak benar, pada tanggal 26 Maret 2020 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten %ﬂ%ﬁﬁéﬁ&?ﬁ%vinsi

Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duptiled/BedarNikath Nomor :
B02/Kua.03.5.6/PW.01/DN/01/2024, tertanggal 17 Januari 2024, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20
Maret 2020 sesuai dengan Buku Nikah yang dimiliki oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah
benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah
benar Pemohon sekarang telah berdomisili di Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat
Keterangan Domisili Nomor : 471/1/08/SKD/PEM/Ng-Scc/2024, tertanggal
18 Januari 2024, dari Wali Nagari ---;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4 adalah
benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya
pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4 adalah
benar, dimana Pemohon mengatakan bahwa sejak awal tahun 2021
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
5.1 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5
point 5.a, tidak benar, yang mana Pemohon mengatakan keluarga
Termohon terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya keluarga Termohon tidak
pernah sama sekali ikut campur urusan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon, malahan keluarga Termohon vyang
membantu Termohon dalam segi keuangan setiap bulan keluarga
Termohon selalu megirim uang untuk Termohon sampai saat
sekarang ini;
5.2 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5
point 5.b, benar, yang mana Pemohon mengatakan puncak
perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022,
akan tetapi dengan alasan bahwa ketika itu Pemohon mengatakan

.. Halaman 5 dari 30 halaman,
kepada Termohon kalau Termohon ingin mesghteshiarmah kediaman

bersama dengan mengatakan kepada SR SHER K Pemohon
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sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon,
kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6,
benar, sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya
sampai sekarang;
7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, tidak
benar, yang mana Pemohon mengatakan kalau Pemohon pernah
mengupayakan untuk damai, yang sebenarnya Pemohon sama sekali tidak
pernah melakukan upaya damai serta Pemohon sama sekali tidak peduli
dengan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon dan
anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8,
benar, sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua
Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut
di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan
Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat

Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah:
3.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan

Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan,

selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat Rekonvensi, maka dari itfde/qo@n a0 REKSHvensi
Putusan Nomor

menuntut nafkah Madhiyah selama 1 (sadwptalarodfeeapan) bulan
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bulan dikalikan
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selama 20 bulan, maka hasilnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah);
3.2 Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mejalani masa iddah
selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih

berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian,
Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan
hasilnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3 Bahwa sebagai seorang istri yang telah diceraikan oleh
suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi memintak mut'ah
kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

3.4 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
setelah menikah telah di karuniai 1 (satu) orang anak, maka dari itu
anak tersebut yang masih membutuhkan biaya, untuk sehari-hari,
pendidikan dan kesehatan, menuntut nafkah Hadhanah sejumlah
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu
Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum
untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan
melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan
sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10
(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;

3.5 Bahwa pekerja Tergugat Rekonvensi sebagai Buruh
Harian Lepas yang mana berpenghasilan lebih  kurang
Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya %%W%&%B%%Qn}’a”g

amarnya yang berbunyi: Putusan Nomor
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

DALAM KONVENSI
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- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya
DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
2.1 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah;
2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah)
2.4 nafkah Hadhanah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) per bulan;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konpensi/Penggugat
Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memberikan
Replik dalam konpensinya dan jawaban dalam Rekonpensinya secara tertulis

yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima
seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik
ini. Bahwa Pemohon tetap pada dalil keterangan yang Pemohon sampaikan
pada Permohonan sebelumnya,;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim
Pemeriksaan perkara No XX/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan

memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan

L Hal 8 dari 30 hal ,
talak satu raji terhadap Termohon (Term,qipaminhoﬁfg,d%p%?lmas'}dang

Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan infH8fk&eER rTkim tetap;
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah;

1.1 Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bulan dikalikan
selama 20 bulan maka hasilnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah
Madhiyah dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja serta
tidak mempunyai uang;
1.2 Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan
hasilnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi
tidak sanggup memberikan nafkah /ddah dikarenakan Tergugat
Rekonvensi tidak bekerja serta tidak mempunyai uang;
1.3 Penggugat Rekonvensi memintak mut’'ah kepada Tergugat
Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah), Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar nafkah
mutah yang telah Penggugat Rekonvensi mintak yaitu sejumlah
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
1.4 Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Hadhanah
sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan,
Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar nafkah nafkah
Hadhanah yang telah Penggugat Rekonvensi mintak yaitu sejumlah

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di
atas,Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadiy, ,paqg};%rrg ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yahy &b Yaqper
) y J P yang yay Qg/Pdt.G/Z 24/PA.Prm.
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex
aequo et Bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban dalam rekonpensi Pemohon
konvensi/ Tergugat Rekonvensi Tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat
rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi/ replik Rekonvensi secara
tertulis yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap
pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalii Permohonan
Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvebsi, yang selengkapnya sebagaimana
telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya Rekonvensi secara lisan yang pada
pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak
dalil-dalil gugatan Rekonvensi, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita
Acara Sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan jawab
menjawabnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : B02/Kua.03.5.6/PW.01/DN/01/2024,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Januari 2024, telah
bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata
cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI |, saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama

TERMOHON i. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat

Halaman 10 dari 30 halaman,
tanggalnya; Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua
Termohon di, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pernikahan Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah
tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak
awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu saat ini Pemohon
dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan
Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan
Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8
(delapan) bulan lamanya,;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Pemohon bekerja sebagai tukang
pasang tenda pesta, namun saat ini Pemohon tidak mempunyai
pekerjaan;
- Bahwa pengahsilan Pemohon untuk saat ini saksi tidak tahu karena
Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tahu perselingkuhan Pemohon dengan
seorang perempuan yang bernama Eva;;

2. SAKSI I, saksi adalah saudara sepygdmireimnehl®te ndianha@wah

Rutusan, Nomor

sumpahnya memberikan keterangan sebagai ﬁ%'d %}202 4/PA.PrT
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- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama
TERMOHON i. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat
tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah
tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak
awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh
dengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa aksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan
Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan
Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang
sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan)
bulan lamanya;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Pemohon bekerja serabutan, namun
saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan mengenai
penghasilan Pemohon setiap hari saksipun tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga
Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Pemohon telah menganggap cukyp f#enosvks fultiayang
telah disampaikan dan menyatakan tidak akan men%ﬁﬁ%%%%g’ggl’&twﬁng lain;
Bahwa Termohon untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah
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mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah
sumpahnya sebaagai berikut:
1. SAKSI |, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama
PEMOHON . Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat
tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah
tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak
awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak
bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan Pemohon
berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa aksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan
Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan
Termohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang
sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan)

bulan lamanya,;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerjﬁa@ggﬁlggidawgglﬂg,amgﬁ,ang
pelaminan; Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
- Bahwa tentang berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
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- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Pemohon tidak ada
memberikan nafkah kepda Termohon dan anaknya, sehingga untuk
memenuhi kebutuhannya, Termohon dibantu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi adalah tetangga dengan Termohon, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama
PEMOHON . Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat
tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah
tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak
awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak
bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan Pemohon
berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan
Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan
Termohon dari cerita Termohon kepada Saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bejpisal), tempatsingdalyang
sampai dengan sekarang sudah berjalan E’fﬁﬁﬁ%ﬁ%@ﬁfgﬂ 8 (delapan)

Prm.
bulan lamanya,;
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- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pasang

pelaminan tapi penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepda

Termohon dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya,

Termohon dibantu oleh keluarga Termohon;

- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonpensi telah pula menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan
untuk bercerai dan putusan terhadap rekonvensi yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara, ternyata
perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang
perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara
agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
berpendapat Pengadilan Agama Pariaman dalam hal I-}glia secara 323%%157 a(;grr;) arr('ellatif

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, ofeltdsaeioineperkara ini dapat

o . . 91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
diterima untuk dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon agar damai dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan
Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan
Termohon/ kuasanya untuk melakukan mediasi dengan Mediator Dra.Ermida
Yustri, M.HI, Hakim Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan laporan Hakim
Mediator tanggal 2 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai
kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang
menjadi masalah pokok adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pariaman
memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Pariaman karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab
sebagaimana terdapat dalam duduk perkara. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah
mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April tahun
2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dengan alasan
sebagaimana tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada
pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkarannya tidak dibantah, adapun
mengenai penyebabnya dibantah, dan mengenai perceraian yang diinginkan
Pemohon, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk
dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut dengan
didasarkan pada Pasal 311 R.Bg., maka dalil permohonan Pemohon sepanjang
mengenai tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak dibantah, namun mengenai sebabnya dibagg{gg%fdgfqgog%argpagéjak
bualn Apri 2022 telah hidup berpisah tempat tinggal ?ﬂgﬁtﬁggﬁféﬂ?ﬂm‘
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran, undang-undang telah menentukan alat
bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta
orang-orang yang dekat dengan suami istri (in casu Pemohon dan Termohon),
selain itu dimaksudkan untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian
sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai, maka
Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang
saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi
meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3)
dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo
Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal
301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim
menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara a
guo, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,
serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukii,
Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti
surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh
karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami
istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yanga’s@%%nké%jj?ngrﬂgﬁgf]na?élah
sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan PEARRE RORTBY 9 Tahun
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1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan
satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya
Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1)
R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan
saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai
orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-
dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya
Pemohon dan Termohon sudah lebih sai 2(dua) tahun sampai sekarang. Oleh
karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,
Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah
sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu kakak kandung dantetangga Temohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon telah
memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah
disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah
memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal
171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bgfég%%ﬁ,@?%@ﬁf" o

Menimbang, bahwa saksi pertama dan sakK&/ LS AP 1EPMoEN hanya
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mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita
Termohon, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan
pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih
dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Termohon hanya
menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa terlebih dahulu
mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon
dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan
Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon tersebut
mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan
dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299
K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil seorang saksi sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan
Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon di
atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 26 Maret 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah saling

tidak memberikan hak dan kewajiban;

4, Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk
. . . Halaman 19 dari 30 halaman,
menasehati Pemohon, namun tidak berhasil; Putusan Nomor
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, terhadap tuntutan
Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas Majelis
Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga antara
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Hal mana merupakan suatu
indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terdapat konflik
sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektip dan tidak dapat
menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti akibat perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti
pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan
antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan
masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Pemohon dan
Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang
lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadik%iﬁﬁ}%&ﬁgﬁ%ﬁ[ﬁg&kﬁém
harapan untuk merukunkan Pemohon dan Tern%ﬁ’(.’i’ﬁGggﬁfé’ﬁq"g’iﬁ’ap pihak
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Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon, walaupun
Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan
upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator, namun semua sia-sia belaka
karena kedua belah pihak sama-sama tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk
memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang
dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon
sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat
dikatakan pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan
kembali, dan apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan ini justru akan membuat kedua
belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi
kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah ikatan
lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak ( ic. Pemohon)
sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya,
maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri ( ic. Pemohon dan
Termohon ) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga
perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan
dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi

sebagai berikut :

- P feg & - & e 8
l
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Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam
hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah
satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi
umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah-
tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat
diharapkan kebaikannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Bagarah
ayat 229 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih
dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak
bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat, bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para
pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan
dengan kaidah fighiyah yang berbunyi;

Hlasll Cil> (e patia auliall ¢ja
Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang
diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dggﬁfn{fﬁ”&ﬁﬂ'fohﬁarﬁ?" arz' f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. PaSd T1 &AL P kompilasi
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Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian
Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon
(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)
di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan hak hak
Termohon sebagai istri yang ditalak suaminya dan dalam hal ini Termohon telah
mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi)
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat
bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah
Penggugat menuntut akibat cerai kepada Tergugat sebagaimana yang telah
dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah (nhafkah lampau atau terhutang)

Bahwa sebagaimana Penggugat rekovensi Sgap@ika dAalankamgtan

Rekonvensinya bahwa Penggugat Rekonvensi dan %}@Qgﬁ%’é)}ﬁnly%nsi sudah
pisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan bulan dan selama itu Tergugat
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Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah maka Penggugat Rekonvensi
menuntut agar supaya Tergugat membeyar nafkah yang lalu sejumlah
Rp.500,000,00/bulan x 20 = Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta) dan Tergugat
tidak sanggup tentang tuntutan nafkah madiyah yang diajukan oleh Penggugat
Rekonvensi sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan
jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat
Rekonvensi terbukti tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat
Rekonvensi;

MMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi
selama pisah tersebut adalah utang yang wajib dibayar oleh Tergugat, hal mana
telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Syarqawi ‘ala al-
Tahrir, juz 11, halaman 308 yang berbunyi:

caied (8 Lua juai oy dzgl) daad Y] (e ) (pinay daai) Lius
“Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali

nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami.”

Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat
Rekonvensi membayar nafkah lampau (madhiyah) yang belum dibayar oleh
Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang
nafkah terutang (madhiyah) Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00
(Sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai terlalu memberatkan Tergugat
karena kondisi Tergugat Rekonvensi untuk saat ini belum mempunyai
pekerjaan bahkan boleh dikatakan tidak bekerja sama sekali, dengan
demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum
Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang (madhiyah) kepada

Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

rupi ah); Halaman 24 dari 30 halaman,
Putusan Nomor
2. Nafkah Iddah 91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah
kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya dalam
jawabannya sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan
tetap dengan tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,
disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak
hamil, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri
berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia Nuzus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majlis
Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah,
karena Termohon tidak berbuat Nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i
dalam Kitab Figh Ala Madzahibul Arbaah Juz IV halaman 576 yang selanjutnya
diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan
ini:

1Sedly 85uSlg abal) Joisuls &aailly al ally dalg) & pr Liamey dilbaall doxg 3l oy Basl) daailly)
Artinya : Sesunguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya
yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud
dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakian dan tempat
tinggal;
Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003, besarnya Mut'ah dan iddah harus
disesuaikan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara
Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan
menetapkan sendiri besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat
berdasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat;

] ) ) Halaman 25 dari 30 halaman,
Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang meperangkanotentang kondisi

Tergugat Rekonvensi yang tidak punya penghasi%ﬁpqéa(%gr%ﬂ 'éIﬁfW'bekerja.
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Dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum
Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan
kepada kepatutan dan keadilan adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah
Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Mut’ah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat sebagai suami yang
mengajukan cerai talak, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 41 huruf
(c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149
huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga
berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan
dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang mut'ah
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat tidak menanggapi tentang
tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
dengan menyatakan kesanggupannya untuk membayar muta’'ah sejumlah
tuntutan Penggugat Rekomvensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah
terdapat kesepakatan dalam hal jumlah pembebanan mut'ah yaitu sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu jta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan dan
menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada
Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mencantumkan dalil-dalil hukum
serta ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-
Quran Surat al-Bagarah ayat 241 dan sebagai berikut:

Gl le b pgnall, s sl

“Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh mantan

) Halaman 26 dari 30 halaman,
Suaminya) suatu mut'ah menurut cara yaogisgmatetosebagai suatu

. . . 91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa,
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4. Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah anak (hadhanah)
sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan
paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap
tahunnya;
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai biaya hadhanah yang
berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai
tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sudah dianggap wajar dan Tergugat
Rekonpensipun setuju dan manyanggupi sesuai tuntutan Penggugat
Rekonpensi oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak
yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut
dewasa (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan
tambahan setiap tahunnya sejumlah 10%; Hal ini didasarkan kepada Firman
Allah SWT Q.S al-Thalag ayat 7: Artinya“Hendaklah orang yang mempunyai
keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas
rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai)
dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan setelah kesempitan”;
Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan
Termohon untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menetapkan mut’ah sesuai kesepakatan
tersebut yaitu menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah
satu orang anak setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun
dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan
kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan
hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Hﬂﬁ?ﬁﬁﬁéﬂfﬁﬂéﬁ%’?asa
keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugatg&éfrf’ta?@g?%%’ﬂewajiban
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Tergugat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak
untuk bulan pertama harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak
di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak
selebihnya;
Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
Dalam Konpensi
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang

Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2, Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar
kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon ) sebelum ikrar talak
diucapkan berupa:

a. Nafkah madiyah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah);

c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Halaman 28 dari 30 halaman,

d. Nafkah masa yang akan datang untuk anak, iiesnggsgat dan Tergugat
yang bernama ANAK 1, umur 2 tahun sejumla?ﬂﬁﬁ‘é@é%ﬁ%@’mma ratus
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ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak

tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi
sejumlah Rp159.000.000, (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10
Sya’ban 1445 Hijriah, oleh Drs. Aslam. sebagai Hakim Ketua, H. Muzakkir,
S.H. dan Armen Ghani, S.Ag., M.A., sebagai Hakim Anggota dan disampikan
melalui Informasi Pengadilan Agama Pariaman yang dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2024 bertepatan
dengan tanggal 13 Syakban 1445 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Roni Pebrianto, S.H.l., M.H., sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00 Halaman 29 dari 30 halaman,
2. Proses Rp 75.00@@0san Nomor

3. Panggilan Rp 34.00008dt.G/2024/PA.Prm.

4. Meterai Rp 10.000,00
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Rp 159.000,00 (seratus lima puluh
sembilan ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman,
Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm.
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